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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Sesuai dengan uraian yang di kemukakan pada bab sebelumnya, dapat 

di tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa tindakan yang di lakukan oleh direktur PT.Indomitra Sedaya 

terhadap 70 orang karyawan kontrak harian lepas adalah suatu 

bentuk pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 36 

ayat (1) UU No.39 tahun 1999 bahwa setiap orang berhak 

mempunyai rnilik ,baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain demi pengernbangan dirinya, keluarga, bangsa, dan rnasyarakat 

dengan cara yang tidak melanggar hukum.Pasal 36 ayat (2) UU 

No.39 tahun 1999 bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya 

dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Pasal 38 

ayat satu ( 1) bahwa setiap warga setiap warga ngara ,sesuai dengan 

bakat,kecakapan,dan kernampuan, berhak atas pekerjaan yang 

layak. Pasal 38 ayat dua (2) UU No. 39 tahun 1999 bahwa setiap 

orang berhak dengan bebas memilih peketjaan yang disukainya dan 

berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Pasal 38 

ayat tiga (3) UU No.39 tahun 1999 bahwa setiap orang, baik pria 

maupun wanita yang melakukan peketjaan yang sama, 

sebanding,setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat 
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perJanJtan kerja yang sama.Pada kasus ini karyawan yang 

seharusnya sudah berstatus sebagai karyawan PK WTT dari status 

sebelumnya yaitu karyawan PKWT, namun malah menerima PHK 

dari perusahaan tersebut. 

2. Bahwa tindakan Direktur PT. Indomitra Sedaya, melanggar Pasal38 

ayat 2, 3, dan 4 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dimana 

direktur selaku penanggung jawab tertinggi perusahaan tersebut 

melakukan perjanjian kontrak terhadap 70 orang karyawan pekerja 

harian lepas (PHL ), selama perkiraan waktu an tara dua tahun 

sampai dengan tujuh tahun, tanpa adanya proses pengangkatan dari 

status pegawai kontrak pekerja harian lepas (PKWT) menjadi 

karyawan tetap (PKWTT) di perusahaan. Hal ini bertentangan 

dengan pasal 10 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi nomor 100 tahun 2004. 

3. Bahwa tindakan Direktur PT. Indomitra Sedaya melanggar pasal 

1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) yang berbunyi, tiap 

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." 

PT. Indomitra Sedaya telah melanggar kesepakatan dalam hal 

patuh terhadap sistem ketenagakerjaan (pasal 10 KepMen Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi no.lOO tahun 2004) antara pihak PT. 

Indomitra Sedaya dengan ketentuan Hukum Positif yang berlaku 

dimana dalam hal ini PT. Indomitra Sedaya melanggar ketentuan 
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yang di buatnya dengan pemerintah. 

B. Saran 

Menurut saran penulis perlu adanya hal-hal yang di perbaiki dalam 

Peradilan Hubungan Industrial, dimana tentunya dalam usaha memenuhi visi 

dan misi dari fungsionaris pengadilan, serta kebutuhan setiap warga Negara 

atas keadilan, kesamaan hak di hadapan hukum serta kenyamanan dan 

kesejahteraan hidup bermasyarakat, tentunya masih banyak hal yang perlu di 

perhatikan oleh lembaga badan peradilan hubungan industrial selaku 

pengeksekusi putusan terhadap suatu perkara sengketa yang di hadapi oleh 

kaum buruh dan majikannya atau kaum pengusaha, yaitu: 

1. Sebelum memutus suatu perkara, tentunya hakim perlu meninjau 

kembali apakah para buruh yang menerima Pemutusan Hubungan 

Kerja telah di penuhi hak-haknya oleh majikannya, sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, 

2. Sebelum memutus suatu perkara sengketa antara buruh dengan 

majikannya, hakim di harapkan memeriksa perkara tersebut bukan 

hanya berdasarkan gugatan yang di ajukan penggugat, namun juga 

perlu memeriksa fakta dan kondisi para pihak baik penggugat 

maupun tergugat, apakah para pihak telah memenuhi kewajibannya 

dan terpenuhi hak-haknya, sehingga hakim dapat memutus suatu 

perkara hubungan Industrial secara adil, 

3. Hakim dalam memutus perkara sepatutnya mengedepankan 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta Hak-hak Asasi 
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Manusia yang menyangkut banyak pihak tidak hanya segelintir 

pihak. 
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